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PEMERINTATI I(ABI'PATEN PESISIR SELATAN

DINAS PENDIDII(AI{ DAIT KEBUDAYAAN
Jl. H. Agus Salim - painan Telp. (075 6) ZrcAz

SURAT PER^'AITJIAN KER^IA

KEGIATAIT :

PEUBAITGUITAIU/REHABILITASI GEDUIYG DAI'I PEITGADAAI,I SARAIVA DAN
SEKOLATT DASAR {DArr REGULER 2019}

PRASARAITA

PEKER.IAAII :
FtliBAlSciirYAllI RUAsc iitLs,s BARU sDs o? pADAiyc i,ABAr[

Antara
PEMERIITTAH XABUPATEIT PISISIR SELATAIT

Dengan
EP.AI"A -qE!<OL.AJT

llomor : 39/V/ SARPRAS-DAK.SD/ swK/ DpK-ps/ ZOL9
Taoggal : 2O Mei 2OL9

Dada hari ini senin tanggat Duo. Pulr,lh bulan Mei to.fuirn Dua Ribtt sembilan Berr.s, Kortni yangbtanda. tangan di bawa.h ini :

lr=ilt?

- -:atan

3-;mat

JAFRI, S.Pd

Kuasa Pengguna Anggaran Bidang pembiaaaa Sekolah Dasar
Tahun Anggaran 2Ol9
Jl. H. Agus Salim - painan

tsmindak untuk da'' atas narna pemerintah Republik Indonesia cq.
Se",atan berdasarkan surat Keputusan Bupati pesisir selatan Nomor
m,4sgat 28 Januari 2019 selanjutnya disebut pihak pertama.

Pemerintah Kabupaten pesisir
: 9OO / a3 /Kpts/BPT-PS/20 19

$l&fila

-,ils{rrera!l

"/'[r'l*rf 
*t

: ELDARITA, S. Pd

: Kenala Sekolah SDI{ OZ padaag Laban

: Ranah Ampek HuIu

er::mdak dan atas namajabatan tersel-.ut diatas berdasarkan Surat Keputusan Bupati pesisir selatzn
Ier:' ]iomor : 821/069 /BKPSDM-2018 Tanggal27 Februari 2018 yang seianiutnya disebut pihak Kedua.

ILrq'gan ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikai diri daiam suatu perjanjian
&nberian Dana Alokasi Khusus {DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2019 dengan ketentuan-kruan dan syarat-syarat seperti dalam pasal-pasal di bawah ini :



lVottor

Tarqgal
Peleerjaan

: 39/ V/ SARPTqS-DAhi. SDi SWK| DzK-"S/ 20 i 9
:20MEI2O19
: Pembangtrton KelasBaru SDNOT

i.
Pe-rafuran Presiden RI Nomor 16 Tahun 2o]g tentang pelak,sa naan pengadaan
barang/jasa pemerintah,

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 201g tanggal 31
Desember 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahu n 2ol9
menentukan bahwa kegiatan peningkatan prasarana pendidikan dilakukan oleh
Paniiia Pembangrinan sekolah secara s-*-akeiola yang ditetapkan oieh Kepaia
Sekolah penerima alokasi DAK sebagai bagian inte$al manajemen berbasis sekola-h,

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2o19 tanggal 18 Januari 2ol9 Tentang petunjuk operasional penggunaan Dana
.niokasi Khusus (DAK} Bidang pentii<iikan Tahun arggrr., 2aig.

4. DPA SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2079,

Erngan ini menyatakan teiah setuju darr sepakat untuk mengikat diri daiam suaru peqanjian
kmberian Dana Alokasi Khusus {DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2019 dengan ketentuan-htentuan dan syarat-syarat seperti datam pasat-pasat di bawah ini :

t)--^t t

TUJU;il;';,,""
Tmjuan Perjanjian Ke{a adalah untuk melaksanakan pekerjaan di bawah ini :

peubangunan Ruang Kelas Baru
Kecamatsn Ranah Ampek Hulu

tersebur riiatas sebagaimana yang tercarrum daiam
terhadap penggunaan dana yang diterima.

Pasal 2
SUMBER DANA

dana pada kegiatan ini berasai dari Dana aiokasi Khusus Biciang penriiciikzrn Tahun Angg,aran

Pasal B
NILAI PEKERJAAN

b nilai ptktrjaan tersebrtf dalam pe?anfian ini arlalah sebesar Rp. l6D oo).aoo ofi {ser.aills EnamJuta Rupiah) yang dibebankan pada DPA SKPD No. 1.01. 1.0 i.01.01 .o 1. 16. 1OO tanggal 3 1
ber 2018.

2.

J.

< Kedua bersetiia meiaksanakan pekerjaal
& Gambar serta bertanggungiawab penuh

hrjanjian Kerja



Nomor : 39/ViSARPRAS-DAK.SD{S'wi<iDpK-pS/20)e

Tanggal : 2OMEI2O19
P"l-rl"*, , P"-furg"*" R""rW K.l* fu", SDN O? fud"ry l"fu"

Pasal 4
PRINSIP PEI(ERJAAIT

Hrinsip dalam pelaksanaan DAK Tahun Anggaran 2o19 meliputi :

- Pelaksanaan dikerjakan dengan mekanisme swakelola,
- Penerapan asas transparansi dan akuntabilitas,
- Pengutamaan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kegiatan,
- optimaiisasi kualitas pekerjaan dengan barang yang dihasiikan,

Pasal 5
PTITGAWASAIT & PEUERIKSAAN

I. Untuk meiaicukan pengen<iaiian pekerjaan yang terdiri dari pengawasan dan tin<iakan
pengoreksian, Pihak Pertama dibantu oleh Staf Dinas Pekerjaan Umum dan penataan
Ruang Kabupaten Pesisir Selatan selaku Pengawas Lapangan yang bertindak untuk dan
atas nama Pihak Pertama dan akan diberitahukan secara tertulis kepada pihak Kedua.

2- Pihai< Kedua ha-:-us mematuhi segaia petunjuk (riaiam hai teirrris) rian ata-u perintah Direksi
Pekerjaan / Pihak pertama.

3. Thrk Pertama mempunyai hak untuk menolak setiap hasii pekerjaan yang tidak sesuai
dengan ketentuan pelaksanaannya, baik mengenai ketentuan administrasi keuangan
lnaupun ketentuan teknis.

Pasal 6
JANGI(A WAKTU PELAKSAXAAN

waktu pelaksanaan yang disebutkan dalam pasal 1 peq'anjian ini ditetapkan .selama 120 (

saat diterimanya rlana DAK Tahun Anggaran 2019us Dua Puluh ) Hari Kalender, terhitung mulai
rrkening PihaJ< Kedtta

Pasal 7
CARA PEITYALURAIII DANA

ran penyaluran dana sebagaimana dimaksuci daiam Pasai 3 sebagai irerikut :

Tahap I : 25Yo (Dua puluh lima perseratus) dari keseluruhan dana swakelola apabila
pelaksana swakelola telah siap untuk melaksanakan pekedaan swakelola,

Tahap ll : 45o/o (Empat puluh lima perseratus) dari keseluruhan clana swakelola apabila
pckcrjaan teiah mencapai bobot 2sti'o (Dua puiuh ii,ra pcrscrarusi,

Tahap III : 3O% (Tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana swakelola apabila pekerjaan
telah mencapai bobot 7O% (Tujuh puluh perseratus),

2-

3.

krjanjian Kerja



Nomor

Tartggal

Pekerjaan

39/Vi SARPRAS-DAK.SD. SWr{/DPK.PS. 2Oi 9
20 MEI2019
Pembangunan Kels.s Bant SDN A7 Padang laban

Cara pembayaran disalurkan ke no. Rekening sekolah penerima dengan rincian sbb :

[iama Rekening

ilomor Rekening

tama Bank

: DAIi SDIC 07 Padang Laban

: 1900.0210.13991-2

: BanL Nagari CabangTapaa

Pasal I
PEI(TR^IAAN TAMBAH I(['RANG

Penyimpangan-penyimpangan serta perubahan-perubahan yang mempakan penambahan
atau penguralgan pekerjaan hanya dianggap sah sesudah mendapat perintah tertulis dari
Ptha& Pett-ama rlengon menyebr;fka:r jenis da:r penociat- peke4aai,seiara- jela-s,

Adanya pekerjaan tambah kurang tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk merubah waktu
pelaksanaan pekerjaan kecrrali atas persetujuan tertulis pihak pertama.

Pihak Kedua bertanggung ja'wah atas sesala kerugian Pihak pertama sebagai alabat
perbuatan orang - orang yarrg dipekerjakannya.

Pasal 9
PELI\PORAII

Pihak kedua waji'o membuat iaporan secara berkaia irrengerrar peiaksanaan peker.laal 7kemqiuan pekerjaan kepada pihak pertama.

Segala laporan atau catatan pekerjaan dibuat dalam bentuk buku harian yang telah
disetujui oleh Pihak Pertama dan harus ada dilokasi pekerjaan
Pihak kedua wajib membuat dan men-yerahkan keoada Pihak pertama foto-foto keeiatan
beserta kelengkapan administrasi lainnya pada tahapan pencairan dana.

Laporan pertanggungiawaban kegiatan harus sudah diserahkan oleh pihak Kedua kepada
Pihak Pertama selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung saat selesainya
pelaksanaan pekerjaan, dilampiri antara lain :'t

Berita Acara Serah Terima,

Bukti pengeluaran (kwitansi), faktur setiap pembelian barang dan bukti pengeluaran
lainnya,

Bukti setoran pajak,

Bulii tel.^r:is latnny a

2.

3.

b;-a;;-^ w-;-
- v.J*^J.*- ;^v: rn



Nomor

Tanggat

Pekerjaan

: 39i Vl SARPRAS-DAK.SDi S-nfii/ DPK-?S[ 20 i g

20 MEI2A19
Pembanganan Kelas Baru SDN O7 Padang Inban

pasal 10
SANKSI

.iika daiam peiaksanaan peke{aan ditemukan hambatanTrintangan yang berada ciiiuar
batas kemampuan Pihak Kedua, maka Pihak Kedua segera menyampaikan secara tertulis
kepada Pihak Pertama.

2- Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan mengalami keterlambatan atau terjadi penyimpangan
dari ketentuan yang berlaku dalam dokumen teknis, RAB dan Gambar rencana, maka pihak
Pertama secara sepihak dapat memutu skan/ menghentikan pekerjaan tersebut.

3- Pemutusan/penghentian sebagaimana dimaksud ayat 2 diatas kepada pihak
Keciua/penerima bantuan wajib mengembaiikan seiuruh dana <ian disetorkan ke kas riaerah

i,

Pasal 11
PA.IAN

Palakyang timbui akibat dari pelaksanaan kegiatanlpekerjaan rvajib dipqngut dan
disetorkan ke Negara oleh Pihak Kedua sesuai dengan peraturan perpajakan yang Ueitatu Ai
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 12
F"ORCE ffiAJE-URE

Force Mqjeure adalah suatu kejadian yang menghambat pelaksanaan pekerjaal yalg
sedang bedalan sedangkan kejadiannya diluar kehendal<lkew,e;rangan dari pihak Kedua
seperti bencana alam, epidemik, peperangan, pemogokan, sabotase,
pemberontakan/ demon strasi.

npabiia te{arii iorce majeure maka Pihak Keriua segera memberitahukan kepada pihak
Pertama secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 3 (Tiga) hari sejak
terjadinya force majeure dengan dilengkapi bukti tertulis yang dikeluarkan oleh pihal<
berwenang

Berciasarkan pemberitahuan tertuiis dari Pihak Kedua sebagaimana yang riimaksud rialam
ayat (21maka Pihak Pertama akan melakukan evaluasi dan kajian untuk rnengambil
keputusan, menyetujui atau menolak permohonar dari Pihak Kedua tersebut.

Apai;iia pcnnohonan trrtuiis tiari Piirak Kctiua lcrrtarrg iurue rnajcurc tiiicrirria/tiisciujui
maka akan dilakukan perubahal perjanjian sedangkan perjanjian awal dinyatakan batal.

iian Kerja



PIHAI( NTDUA,

f.Fh Selolah SDI{ ()7 Padqng

llomor
Tanggal

Pelcerjaan

Ditetahul OIeh,
Kepala Dlaae Perrdtdllaa dan

Kebuda5raaa
Kabupatea Peslslr Schta!

H. ZULKtrLI.S.Pd.U.Pd
NrP. 19630730 198703 1 003

: 39i VI SARPRAS.DAKSDI Swiii DPK-PSi 2O1 9

: 2OMEI2A19
: Pembangunan

PIIIAK PERTAilA,

Kuasa Peaggura Aaggaran

Vrl
..IAtr'RI. B.Fd

NIP. 19690530 199711 I 001

KelasBaruSDN 07

Pasal 13
PEfrUTUP

Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Painan, pada

dan tanggal tersebut di atas. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 8 (delapan), 4 (empat)

diantaranya bermaterei cukup dan 4 (empat) rangkap lainnya masing-masing mempunyai
hukum yang sama.

Painan, tanggal tersebut di atas

+3-u>

19690328 198908 2 001

kjanjian Ke{a


